Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf D BAB VI
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
962);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008
Nomor 8 Seri E.2);

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 72 Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor
72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang Panjang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
Panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan
pemerintah daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
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umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

BAB II
DASAR DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

(1) dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam
tahun anggaran berjalan terdapat ketentuan perundang-
undangan dan kebijakan pemerintah yang Dbersifat
strategis dan adanya perubahan anggaran belanja yang
tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan
anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran
anggaran.

(2) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,
antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian
objek dan/ atau sub rincian objek.

(3) pergeseran anggaran terdiri atas:

a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD; dan

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 3

(1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) poin a,
yaitu:

pergeseran antar organisasi;

pergeseran antar unit organisasi;

pergeseran antar program;

pergeseran antar kegiatan;

pergeseran antar sub kegiatan;

pergeseran antar kelompok;

. pergeseran antar jenis;

(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) poin
b, yaitu:

a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat
dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;

b. pergeseran antar rincian objek yang sama, dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD;

c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek
yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;

d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna
Anggaran.
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Pasal 4

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) dapat dilakukan sebelum perubahan.

Pasal 5

Klasifikasi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal

4 mencakup:

a. menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi;

b. mengakomodir kegiatan Pemerintah Pusat dan/ atau
Pemerintah Provinsi;

c. kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan
baik di tingkat nasional atau Daerah.

Pasal 6

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
dilakukan dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan
APBD.

Pasal 7

(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat
dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu, untuk kemudian
ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang perubahan
penjabaran APBD.

(2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung
dalam laporan realisasi anggaran.

BAB III
MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

(1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Kepala SKPD
memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan
dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung
lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;

b. mengajukan usulan pergeseran anggaran berdasarkan
situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan
secara tertulis mendahului penetapan perubahan APBD
kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; dan

c. menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar
pelaksanaan pergeseran anggaran.

(2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki
tugas sebagai berikut:

a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran yang diajukan
oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan
Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan
APBD;

b. mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan
jika pergeseran anggaran merubah perda APBD; dan

c. menyerahkan Perubahan DPA SKPD yang telah sesuai
kepada PPKD.

(3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki
tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan...
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a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran
anggaran;

b. menerbitkan persetujuan pergeseran antar rincian objek
dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian
objek dalam rincian objek yang sama

c. menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang
perubahan penjabaran APBD; dan

d. mengesahkan perubahan DPA SKPD.

(4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah
memiliki tugas sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran
anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD;

b. menerbitkan persetujuan pergeseran antar objek dalam
jenis yang sama; dan

c. menyerahkan rancangan Peraturan Walikota tentang
perubahan penjabaran APBD kepada Walikota untuk
ditandatangani.

(5) Dalam  kegiatan  pergeseran  anggaran, Walikota
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului
penetapan perubahan APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan
Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10...



Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari
2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 April 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,
ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 9



